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ABSTRACT

Patents are intellectual property which is granted by the state to inventors,
including foreign inventors, for their inventions in the field of technology that have
a strategic role in supporting national development and promoting general welfare.
The development of technology is so rapid that it is necessary to increase protection
in order to motivate inventors to increase their work, both in quantity and quality
to encourage the welfare of the nation and state and create a healthy business
climate. Patent
in Indonesia. The problem is how is the legal protection for foreign patent holders
in Indonesia according to Law number 13 of 2016 regarding patent from the
perspective of justice, and how is the implementation of protection for foreign
patent holders in Indonesia according to the Job Creation? The basic theory used
in analyzing research data is theory of justice (grand theory),  legal protection
theory (middle theory) , and Patent theory (applied theory) . The research method
is normative, by positioning law as a system of norms, especially the legal norms
of Law Number 13 of 2016 regarding Patent, particularly Article 20, including its
amendments to Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation. Provisional
finding that although it is considered Law Number 13 of 2016 regarding Patent,
meets the needs of legal developments, and is in accordance with Article 7 of TRIPs,
Article 20 is contrary to the principle of non-discrimination in Article 27 of the
TRIPs Agreement, has the effect of not optimally providing protection to holders
foreign Patent. Therefore, in order to meet the needs of the development of business
globalization and international trade politics, the government amended Article 20
of Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation in Article 107 to fulfill the
principles of distributive justice and the principle of (fair) equality of opportunity.
by John Rawls, and in line with the values of justice of the fifth principle of
Pancasila and the 1945 Constitution. For this reason, it is hoped that Article 20 of
Patent Law No. 13 of 2016 regarding Patent is amended in Law Number 11 of 2020,
regarding Job Creation, in Article 107 regarding Patent, to which Article 20 in
paragraph (2) letter d is added with the words: " product Patent, process Patent,
and method Patent, in the case of imports, technology transfer is required,
especially for Patent that concern the livelihood of many people." And
implementing regulations are in the form of more detailed Government Regulations
and Ministerial Regulations. The state is obliged to increase legal protection
against foreign investment in Indonesia. This is necessary in the context of
accelerating the development process in all areas of life, especially to increase
economic growth in order to realize the ideals of the nation, namely a just,
prosperous and prosperous society.

Keywords: intellectual property rights, Patent, justice, inventions, foreign
inventors, investment, technology transfer.
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ABSTRAK

Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor
termasuk inventor asing atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai
peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan
kesejahteraan umum. Perkembangan teknologi  sedemikian pesat sehingga
diperlukan peningkatan pelindungan guna  dapat memotivasi inventor untuk
meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong
kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat.
Kewajiban Pemegang paten adalah wajib membuat produk atau menggunakan
proses di Indonesia. Permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum bagi
pemegang hak paten asing di Indonesia  menurut Undang-Undang nomor 13 tahun
2016 tentang paten dari perspektif keadilan, dan bagaimana pelaksanaan
perlindungan bagi pemegang hak paten asing di Indonesia menurut Undang-
Undang cipta Kerja? Teori dasar yang dipergunakan dalam menganalisis data
penelitian adalah teori keadilan (grand theory), teori perlindungan hukum (middle
theory), dan   teori Paten (applied theory). Metode penelitian adalah normatif,
dengan memposisikan   hukum sebagai sistem norma, terutama norma hukum
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, khususnya Pasal 20,
termasuk perubahannya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja. Temuan bahwa walaupun dianggap  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Paten, memenuhi kebutuhan perkembangan hukum, dan sesuai dengan
Pasal 7 TRIPs,  namun  Pasal 20  bertentangan dengan asas non-diskriminasi dalam
Perjanjian TRIPs Pasal 27, berdampak tidak secara optimal memberikan
perlindungan kepada  pemegang hak Paten asing. Oleh karena itu  guna memenuhi
kebutuhan perkembangan globalisasi bisnis dan politik perdagangan internasional,
pemerintah mengubah Pasal 20 dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dalam Pasal 107 untuk memenuhi  prinsip keadilan distributif
(distributive justice) dan principle of (fair) equality of opportunity oleh John Rawls,
dan selaras dengan nilai keadilan sila kelima Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu
diharapkan agar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13  Tahun 2016 tentang Paten yg
diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja, pada
Pasal 107 tentang paten, yang Pasal 20 pada ayat (2) huruf  d yg ditambahkan kata

paten produk, paten proses, dan paten metode, dalam hal impor wajib
melakukan alih teknologi, terutama untuk paten yang menyangkut hajat hidup

elaksanaan berupa Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Menteri yang lebih rinci. Negara berkewajiban meningkatkan
perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Hal ini
diperlukan dalam rangka percepatan proses pembangunan di segala bidang
kehidupan, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan
cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kata kunci: hak kekayaan intelektual, paten, keadilan, invensi, inventor asing,
investasi, alih teknologi.


